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ABSTRAK 

Taman Asmoro Jatimulyo pengelolaannya menggunakan sistem Bagi Hasil 

atau mudharabah, Secara mudharabah keuntungan dibagi menurut kesepakatan 

yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik 

modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian pihak 

pengelola.  Di dalam taman juga menganut sistem sewa menyewa untuk kedai 

didalamnya, pendapatan dari hasil penyewaan ternyata tidak sesuai dengan 

jumlah orang yang menyewa, tetapi dari pihak pemilik tanah dan juga pemilik 

modal tidak terlalu mengetahui tentang hal ini, mereka sudah memasrahkan 

semuanya pada pihak pengelola taman, dari masing-masing pihak kedai juga 

sudah membayar uang sewa setiap bulannya, mengenai hal demikian belum 

diketahui pihak dari kedai mana yang melakukan kecurangan atau dari pihak 

lainnya yang melakukannya. Ada dua persoalan dalam penelitian ini yaitu : 

bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolahan Taman Asmoro 

Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pengelolahan  Taman Asmoro 

Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama bagi 

hasil pengelolahan Taman Asmoro Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi 

hasil pengelolahan Taman Asmoro Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Untuk jenis penelitian 

menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data primer 

dan sekunder yang diambil melalui teknik pengumpulan data yaitu secara 

wawancara, dokumentasi, dan observasi.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perhitungan 

bagi hasil yang dilakukan para pengelola pihak Taman Asmoro Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah bagi hasil keuntungan 

yang dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 

35%, 35% dan 30% setelah hasil bagi tiap bulan dikurangi modal untuk 

selanjutnya. Kerja sama ini cukup berjalan dan menguntungkan. tentang kerja 

sama pengelolahan tempat wisata Taman Asmoro Jatimulyo ini sudah sesuai 

karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun mudharabah yang ada, tetapi 

jika dilihat dari kesesuaian Hukum Islam tidak sesuai karna mudharabahnya juga 

sudah termasuk sudah fasakh (batal), karena dari pihak pengelola sudah mencari 

keuntungan lain dengan mengambil uang sewa pihak lain, hal tersebut tidak 

diperbolehkan dalam Hukum mudharabah. 
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 MOTTO  

وَىٰ   قْ ت َّ ل وَا بِِِّ  لْ ا ى  لَ عَ وا  وَنُ ا عَ  َ نِ  ۖ  وَت وَا دْ عُ لْ وَا ثِْْ  لِْْ ا ى  لَ عَ وا  وَنُ ا عَ  َ ت وا  ۖ  وَلََ  قُ ت َّ وَا
لَّوَ  ل بِ  ۖ  ا ا قَ عِ لْ ا دُ  ي دِ شَ لَّوَ  ل ا نَّ   إِ

 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..” 

(Q.S Al-Maidah : 02) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam skripsi ini, perlu adanya uraian penegasan arti dan 

makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Pada bab 

ini akan dijelaskan maksud dari judul skripsi penulis tentang ―Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tempat 

Wisata Taman Asmoro (Studi kasus Wisata Taman Asmoro di Desa 

Jatimulyo Kecamatan Jati Agung  Kabupaten Lampung Selatan)‖ untuk itu 

perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam  

Kata tinjauan berasal dari kata dasar Tinjau yang berarti melihat 

sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian.1 Sedangkan hukum Islam 

adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt, dan 

Rasululloh Saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat manusia yang beragama 

Islam.2 

2. Kerjasama Bagi Hasil  

Kata bagi hasil adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau 

lebih, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai 

pengelola, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan 

                                                             
1
 Amir Syariffudin, Ushul Fiqih, Cetakan Ke (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 5 

2
 Muhammad Ismail Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 17 
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bersama.3  

Taman Asmoro Jatimulyo merupakan salah satu objek wisata yang ada di 

daerah Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

Banyak wisatawan yang berkunjung untuk melihat dan menikmati keindahan 

Taman Asmoro Jatimulyo, semakin banyak pengunjung maka semakin banyak 

pula pemasukan yang akan didapatkan, maka tempat wisata akan semakin 

berkembang, demikian pula sebaliknya.  

Jadi, yang dimaksud dari skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah tentang 

Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan 

Tempat Wisata yang bertempat di Taman Asmoro Desa Jatimulyo Kecamatan 

Jati Agung  Kabupaten Lampung Selatan adalah supaya melihat problematika 

tentang bagi hasil antara pemilik modal/pengelola usaha dengan pemilik tanah 

yang dijadikan sebagai lahan wisata. 

B. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 

manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat primer, sekunder, 

dan tersier. Kegiatan ekonomi yang dimaksud bisa saja meliputi kegiatan 

produksi, distribusi, maupun jual beli dan jasa guna memperoleh harta 

sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kesejahteraan manusia. Sektor 

pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang perlu 

dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan 

pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan merata 

                                                             
3
 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 224 
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sehingga perlu adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinir. Konsep 

tentang pariwisata mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, 

objek dan daya tarik wisata serta berbagai jenis usaha pariwisata. 

Kategori objek wisata terbagi menjadi dua yang pertama adalah objek 

wisata yang dari perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta 

sejarah bangsa dan tempat yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi, 

yang kedua adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada 

keindahan alam dan tata lingkungan. Dalam Undang-undang No 9 Tahun 

1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa wisata merupakan kegiatan 

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara 

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik 

wisata.
4
 

Taman wisata merupakan salah satu kegiatan industri ekonomi yang 

sangat menjanjikan,biasanya pemilik usaha memilih untuk usaha sendirian. 

Tetapi bisa juga semisal jika ingin usaha bersama dengan orang lain. Usaha 

dengan bersama-sama pun cukup menjanjikan, cukup dengan adanya 

kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak yang akan membuat usaha. 

Mayarakat Lampung, khususnya daerah Lampung Selatan tak perlu jauh-jauh 

ke luar negeri untuk menikmati keindahan hamparan bunga berwarna-warni. 

Kini di Lampung mulai ramai akan tempat wisata taman bunga. Salah satunya 

di Lampung Selatan kini hadir Taman Asmoro Jatimulyo yang menyuguhkan 

keindahan bunga dengan perpaduan warna merah dan kuningnya yang 

                                                             
4
 Undang-Undang No: 09 Tahun 1990, ―Tentang Kepariwisataan,‖ n.d. 
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mempesona. Keindahan tempat wisata baru di Lampung Selatan ini tidak 

kalah dengan wisata kebun bunga lainnya.  

Taman Asmoro Jatimulyo merupakan salah satu obyek wisata yang ada di 

Lampung Selatan yang menawarkan pemandangan hamparan bunga yang 

menawan. Obyek wisata taman bunga ini telah ramai akan pengunjung dan 

dapat dijadikan tujuan liburan bersama keluarga. Uniknya lagi lokasi Taman 

Asmoro Jatimulyo yang berada di kawasan pedesaan mampu memberikan 

suasana nyaman dan damai. Di samping itu udara sejuk dan asri akan 

mendampingi wisatawan saat berburu foto di lokasi wisata Hits Lampung 

Selatan ini. Selain itu, di taman wisata Taman Asmoro Jatimulyo juga 

terdapat praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan taman yang dipakai yang 

merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yaitu praktik Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana 

pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak 

kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha 

dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya 

ditanggung oleh pengelola dana.5 Tak berbeda jauh dengan pendapat dari 

Hendi Suhendi, Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dan 

pengelola modal dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak 

sesuai sejumlah kesepakatan.6 Adapun pengertian lain yaitu kerjasama antara 

dua atau lebih, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai 

                                                             
5
 Herlina Kurniati, ―Analisi Komparasi Pembiayaan Syariah Dengan Pembiayaan 

Konvensional,‖ Jurnal Asas 11, no. 2 (2019). 
6
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 135 
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pengelola, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara mereka sesuai 

dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama.7 

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan dan dalam perjanjian 

tersebut jika terdapat keuntungan maka akan dibagi dua sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.8 Secara mudharabah keuntungan dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan 

atau kelalaian pihak pengelola. Menentukan kerugian berdasarkan 

kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, Di dalam taman 

menganut sistem sewa menyewa untuk kedai didalamnya, pendapatan dari 

hasil penyewaan ternyata tidak sesuai dengan jumlah orang yang menyewa, 

tetapi dari pihak pemilik tanah dan juga pemilik modal tidak terlalu 

mengetahui tentang hal ini, mereka sudah memasrahkan semuanya pada pihak 

pengelola taman, dari masing-masing pihak kedai juga sudah membayar uang 

sewa setiap bulannya, mengenai hal demikian belum diketahui pihak dari 

kedai mana yang melakukan kecurangan atau dari pihak lainnya yang 

melakukannya.
9
 Dari sini belum ada kejelasan apakah kegiatan yang 

diterapkan sesuai dengan Syariat agama Islam atau tidak.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik 

untuk meneliti permasalahan bagi hasil ini dengan penelitian yang berjudul 

―Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Pengelolahan 

                                                             
7
Syafe’i, Fiqih Muamalah.  224 

8
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2012). 

195 
9
 Artono, ―Pengelola Taman Asmoro Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan,‖ Wawancara, n.d.,16 Juni 2022 
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Tempat Wisata Taman Asmoro‖ yang bertempat di Taman Asmoro  Desa 

Jatimulyo Kecamatan Jati Agung  Kabupaten Lampung Selatan. 

C. Focus dan Sub-Fokus Penelitian  

Penelitian ini memfokuskan dalam persoalan yang berkaitan dalam 

pelaksanaan kerjasama bagi hasil tempat wisata. 

Sementara hal-hal yang menjadi focus penelitian ini selanjutnya dibagi 

menjadi dua sub bagian yaitu: 

1. Pelaksaan kerjasama bagi hasil pengelolaan Taman Asmoro Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan Taman Asmoro Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari hukum 

Islam. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan 

Taman Asmoro Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pengelolaan  Taman 

Asmoro Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas penulis dapat mengambil tujuan dan 

kegunaan penelitian ini sebagai berikut:  
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan Taman 

Asmoro Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pengelolaan 

Taman Asmoro Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah dampak dari tercapainya tujuan. Jika tujuan 

penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, 

maka dapat diliat apa manfaat dari penelitian ini. Manfaat penelitian ada pada 

dua hal yaitu: 

1. Secara teoritis 

penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan mengenai praktek kerjasama antara pemilik lahan dan 

pengelola usaha taman dan mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang 

terjadi. Serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai 

praktik kerjasama yang sesuai dengan syari’at Islam.  

2. Secara praktis 

penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi masyarakat, penulis 

berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk lebih 

mengenal tentang akad kerjasama antara pemilik tanah lainnya dengan 

pengelola usaha jika ingin menggunakan sistem bagi hasil sesuai syari’at 

Islam.  
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan  

Setelah melakukan beberapa penelitian, ada beberapa sumber yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian Selly Selviana  

dalam skripsi yang berjudul ―Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil 

Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata Studi di Pantai Sebalang 

Lampung Selatan‖. Berdasarkan hasil penelitian ini, akibat dari perjanjian 

bagi hasil yang dilakukan antara pengelola lahan parkir dengan pemilik 

lahan dilakukan secara lisan dan dalam perjanjian tersebut jika terdapat 

keuntungan maka akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut 

akan ditanggung pihak pengelola saja. Berdasarkan hasil penelitian, 

praktek bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola lahan sudah 

sesuai karena telah memenuhi syarat kesepakatan yang telah ditentukan 

dan pada kerjasama tersebut tidak adanya paksaan dan gharar (penipuan). 

Akan tetapi secara hukum Islam praktik bagi hasil dalam pengelolahan 

lahan parkir objek wisata Pantai Sebalang tersebut tidak sah atau tidak 

sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan sistem 

mudharabah yang melanggar prinsip keadilan.
10

 

2. Penelitian Makhfudh Lutfiyah dalam skripsi yang berjudul ―Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Penerapan Bagi Hasil dalam Pengelolahan Wisata 

Teropong Kota‖. Studi pada objek wisata Teropong Kota di Desa Sumur 

                                                             
10

 Selly Selviana, ―Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolahan Lahan Parkir 

Objek Wisata Studi Di Pantai Sebalang Lampung Selatan‖ (UIN Raden Intan Lampung, 2021). 
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Kumbang Kecamatan Kalinda. Berdasarkan penelitian bahwa penerapan 

kerjasama bagi hasil dilakukan dengan cara pemilik modal memberikan 

modal kepada pengelola untuk mengelola objek wisata Teropong Kota. 

Pembagian hasil berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan yakni 

40% : 60% laba bersih dari hasil yang didapat setelah dikurangi modal 

dan biaya oprasional. Keuntungan yang diterapkan dalam praktik 

kerjasama bagi hasil ini adalah sah sesuai Syariat Islam karena sudah 

memenuhi syarat-syarat yang ada. Akan tetapi ada sedikit perbedaan 

bahwa bagi hasil dalam Islam dijelaskan ketika akan melakukan 

pembagian hasil seharusnya didapati dari hasil pendapatan wisata 

(keuntungan) dikurangi biaya oprasional dan tidak ada pengambilan 

modal. Dan ketika terjadi kerugian yang diakibatkan adanya bencana 

adalah akibat dampak adanya bencana alam maupun akibat dampak 

adanya virus Covid-19, kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal, 

hal ini sejalan dan selaras dengan hukum Islam.
11

   

3. Yang ketiga adalah penelitian Moh Syofiyullah dalam skripsi yang 

berjudul ―Analisis Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Penyewa Stan 

Makanan dengan Pengelola Go Fun Bojonegoro Theme Park Menurut 

Perspektif Hukum Syariah‖. Penyewaan stan makanan berat yang ada di 

Go Fun Bojonegoro memiliki kontrak perjanjian yaitu kesepakatan 

bersama tentang penambahan harga jual makanan sebesar 20% dari harga 

jual yang ditetapkan oleh penyewa stan dengan nisbah 80:20 dengan 

                                                             
11

 Makhfudh Lutfiyah, ―Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Bagi Hasil Dalam 

Pengelolahan Wisata Teropong Kota‖ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). 
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keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah terdapat tiga teori, yaitu 

Akad,Ijarah, dan Musyarakah. Dari ketiga akad tersebut sudah dianggap 

sah menurut karena sudah memenuhi syarat. Namun dari pengelola 

tempat wisata sebaikanya tidak mensyaratkan penjual barang dengan 

harga terlalu tinggi dan kepada para pedagang diharapkan untuk lebih 

memperhatikan etika dalam berjualan dan kemaslahatan para pembeli.
12

 

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya pada fokus penelitian, 

dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai pembagian bagi hasil 

antara pengelola dengan pemilik sedangkan peneliti sendiri membahas 

mengenai bagi hasil lahan yang terjadi apabila dari pihak pengelola 

mengambil keuntungan sendiri dengan mengambil uang sewa dari salah satu 

kantin yang ada di Taman Asmoro Jatimulyo, dengan tanpa memberitahu 

kepada pihak pemilik modal dan pemilik tanah. Sedangkan pihak yang 

berdagang tersebut sudah sesuai dengan membayar uang sewa setiap bulannya 

yang diberikan kepada pihak penjaga taman tersebut.  

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu penemuan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan jalan 

menggunakan metode ilmiah. 

 

 

                                                             
12

 Moh Syofiyullah, ―Analisis Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Penyewa Stan 

Makanan Dengan Pengelola Go Fun Bojonegoro Theme Park Menurut Perspektif Hukum 

Syariah‖ (Institut Agama Islam Sunan Giri Boonegoro, 2017). 
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1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

melakukan kegiatan di lapangan guna memperoleh berbagai data dan 

informasi yang diperlukan.13 Dalam hal ini penulis terjun langsung ke 

lapangan guna melihat sendiri praktik bagi hasil pengelolaan taman 

sesuai lokasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau 

hal-hal lain yang disebutkan, hasilnya dipaparkan atau digambarkan 

dalam bentuk penelitian.14 Mengenai penelitian ini akan 

menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kerja sama 

bagi hasil pengelolaan tempat wisata Taman Asmoro Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.  

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.15 Dalam penelitian ini data primer diperbolehkan 

                                                             
13

 Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian Dan Aplikasi (Jakarta: Graha Indonesia, 2005). 205 
14

 Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010). 3 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D) (Bandung: 

Alfabeta, 2018). 456 
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melakukan penelitian berupa kegiatan lapangan, yaitu dari hasil 

wawancara langsung kepada pihak pengelola taman wisata Taman 

Asmoro Jatimulyo dan pemilik tanah yang dijadikan tempat wisata 

agar mendapatkan data yang sesuai dengan hasil obsevasi.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan 

penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat 

memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip 

serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 

3. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimulannya, menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.16 Maka dalam 

penelitian yang dilakukan di tempat wisata Taman Asmoro Jatimulyo ini 

populasi yang ditentukan berjumlah 6 orang, yaitu pemilik modal, 

pengelola taman, pemilik lahan dan 3 pihak pedagang dalam taman. 

Berdasarkan teori Suharsimi Arikuto apabila subjeknya kurang dari 100 

orang sebaiknya diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian 

populasi.17 

 

 
                                                             

16
 Muhammad Ali Sodik Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015). 63 
17

 Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 134 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan kepada kedua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi dan keterangannya.18 Dalam 

penelitian ini digunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk 

mengingatkan interview mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, 

juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek yang relevan telah 

dibahas atau ditanyakan.19 Objek yang akan diwawancarai adalah 6 

yang terdiri dari pemilik tanah, pemilik modal, pihak pengelola, dan 3 

pihak pedagang, dengan objek yang sudah di tentukan oleh penelitian 

dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yang 

selanjutnya. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka 

dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian.
20

 Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Metode 
                                                             

18
 Abu Achmadi Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 83 

19
 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.). 70 

20
 Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D). 270 
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pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data tertulis atau 

tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagi bukti fisik 

dalam penelitian tersebut. 

c. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan pada objek penelitian.21 Penelitian dalam hal 

ini melakukan pengamatan kemudian mencermati bagaimana praktik 

bagi hasil dalam pengelolahan tempat wisata Taman Asmoro 

Jatimulyo. 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka penelitian ini akan diolah, pengolahan 

data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengkoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai dengan 

masalah. 

b. Sistematika data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan 

berdasarkan urutan masalah.  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

                                                             
21

 Ismail Nurdin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019). 

173 
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bahan lain, sehingga akan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

diinformasikan kepada orang lain.22 Analisi data yang digunakan adalah 

deskriptif analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu, 

metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus bertitik 

tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang 

khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang terjadi di Tempat Wisata Taman 

Asmoro Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas tiga bagian 

untuk memudahkan dalam penulisan skripsi yaitu bagian awal, bagian isi dan 

bagian akhir. Sedangkan untuk bagian isi dibagi dalam 5 (lima) bab dengan 

bagian-bagian bab yang dideskripsikan sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, yang terdiri atas penegasan judul, latar belakang 

masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relavan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, menguraikan teori yang berkaitan dengan 

mudhrabah/bagi hasil dan sewa menyewa. Pada sub pertama yaitu bab 

mudharabah terdiri atas pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, 

rukun dan syarat mudharabah, macam-macam mudharabah, prinsip-prinsip 

                                                             
22

 Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D). 482 
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mudharabah, berakhirnya mudharabah dan hikmah mudharabah. Dan pada 

sub bab kedua yakni membahas tentang ijarah/sewa terdiri atas pengertian 

ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang terdiri atas dua bab yang terdiri 

atas gambaran umum objek penelitian dan bab praktek kerjasama bagi hasil 

antara pihak pemilik lahan dengan pengelola usaha Taman Asmoro 

Jatimulyo. 

Bab IV Analisi Penelitian, yang terdiri atas dua sub bab yang terdiri atas 

pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolahan Taman Asmoro Jatimulyo dan 

tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolahan Taman 

Asmoro Jatimulyo.  

Bab V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. MUDHARABAH 

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah 

adalah memukul, bepergian atau berjalan. Pengertian memukul atau 

berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakan kakinya 

dalam menjalankan usaha.
23

  Sebagaimana firman Allah Swt : 

لَّوِ  ل ا لِ  ضْ فَ نْ  مِ ونَ  غُ  َ ت بْ  َ ي رْضِ  لَْْ ا فِِ  ونَ  ربُِ ضْ يَ رُونَ  خَ  وَآ
―Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 

Allah,dan orang-orang lain lagi berperang di jalan Allah.‖ 

QS. Al-Muzzamil (73) : 20 

 

Selain al-dharb atau Mudharabah berasal dari  Bahasa Irak, sedangkan 

bahasa penduduk Hijaz menyebutnya dengan istilah Qiradh.
24

 Disebut 

qiradh karena berasal dari kata al-qardhu, berarti al-qath‟u (potongan) 

karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan 

memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah 

atau qiradh dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa mudharabah atau 

qiradh berarti al-qath‟u (potongan), berjalan, atau bepergian.25 

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama 

sebagai berikut: 

a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua orang pihak yang 

saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang 

                                                             
23 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‟ah (Yogyakarta: Akademi Manajemen 

Perusahaan YKPN, 2005). 102 
24

 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012). 149 
25

 Suhendi, Fiqih Muamalah. 137 
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lain untuk untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang 

telah ditentukan. 

b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak 

yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.  

c. Menurut Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah ―Akad 

perwakilan,dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain 

untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan 

perak)‖ 

d. Menurut Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah ―Akad 

yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain 

untuk di ijarah kan‖ 

e. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mudharabah adalah ungkapan terhadap 

harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang digunakan 

sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi dua, dan jika mengalami 

kerugian maka akan ditanggung oleh pihak pemilik modal.26 

Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi 

yang berbeda. Akan tetapi substansinya sama, yaitu suatu bentuk kerja 

sama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan keuntungan yang 

telah disepakati bersama. Mudharabah adalah penyertaan harta dari pemilik 

modal kepada pihak pengelola, pengelola tidak menanggung kerugian 
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material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan 

waktu.
27

 

Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan 

mengartikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana salah 

satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyertaan dana) yang 

menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, 

sedangkan mitra lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha 

dan manajemen untuk menjalankan perdagangan atau jasa dengan tujuan 

mendapatkan laba.
28

 

Sedangkan pengertian mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad 

kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak yang mana pihak 

pertama menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain 

menjadi pengelolanya.
29

  

Menurut Ascara, mudharabah adalah penyertaan modal uang kepada 

orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan bagian keuntungan. Sebagai 

suatu bentuk kontrak, mudharabah adalah akad bagi hasil dimana pemilik 

dana atau modal yang sering juga disebut shahibul mal, menyediakan 

modal seluruhnya (100%) kepada pengelola modal yang dalam Islam 

disebut sebagai mudharib, untuk melaksanakan kegiatan produktif dengan 
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ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi dua antara mereka 

dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad.30 

Teori lain juga mengartikan bahwa  mudharabah adalah suatu macam 

perikatan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul mal) atau 

investor, mempercayakan modal kepada pihak pengelola usaha (mudharib) 

untuk bertujuan menjalankan usaha dengan cara jika mendapatkan 

keuntukan menurut kesepakatan.31  

Secara umum para ulama fiqih mendefinisikan bahwa mudharabah 

adalah suatu akad kerja sama yang mencakup penyerahan modal dalam 

jumlah, jenis, dan kesepakatan tertentu yang diberikan oleh pemilik modal 

kepada pengelola modal atau usaha untuk digunakan  sebagai sebuah usaha 

dengan keuntungan jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan maka 

keuntungan tersebut akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dalam akad 

sebelumnya, namun apabila usaha tersebut tidak memiliki keuntungan dan 

menghasilkan kerugian maka kerugian tersebut juga akan ditanggung 

bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya.32 

Mudharabah sendiri merupakan suatu bentuk kontrak kerja sama yang 

lahir sejak zaman Rasulullah Saw sejak zaman jahiliyah. Islam 

menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.
33

 Dari pengertian 

tersebut dapat di pahami bahwa kerjasama ini adalah modal ada di satu 
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pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan 

tetapi adalah mitra kerja karena yang menerimanya itu bukan jumlah 

tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah mengupah dalam 

usaha.
34

 

2. Dasar Hukum Mudharabah 

Melakukan mudharabah atau qiradh adalah mubah (boleh). Ulama 

fiqih sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-

Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.  

i. Al-Qur’an  

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah antara lain: 

1) QS. Al-Baqarah (2) : 198  

سَ  يْ مْ لَ رَبِّكُ نْ  مِ لًا  ضْ فَ وا  غُ  َ ت بْ  َ ت نْ  أَ احٌ  نَ جُ مْ  كُ يْ لَ مْ  ۖ  عَ تُ ضْ فَ أَ ا  ذَ إِ فَ
مِ  لَْْرَا ا رِ  عَ شْ مَ لْ ا دَ  نْ عِ لَّوَ  ل ا رُوا  ذكُْ ا فَ تٍ  ا رَفَ عَ نْ  ا  ۖ  مِ مَ رُوهُ كَ ذكُْ وَا

لِّيَ  ا ضَّ ل ا نَ  مِ لَ وِ  لِ بْ  َ ق نْ  مِ مْ  تُ نْ نْ كُ إِ وَ مْ  اكُ دَ   ىَ
 ―Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhan-Mu. Maka apabila kamu telah 

bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di 

Masy‟arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan 

sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-

orang yang sesat” (QS. Al-Baqarah : 198) 

 

2) QS. Al-Muzammil (73) : 20 

لَّوِ ۞ ل ا لِ  ضْ فَ نْ  مِ ونَ  غُ  َ ت بْ  َ ي لَْْرْضِ  ا فِِ  ونَ  ربُِ ضْ يَ رُونَ  خَ   ۖ  وَآ
 ―Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah,dan orang-orang lain lagi berperang di 

jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-

qur‟an dan” (QS. Al-Muzammil : 20) 
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3) QS. Al-Jumu’ah (62) : 10 

لَّوِ  ل ا لِ  ضْ فَ نْ  مِ وا  غُ  َ ت  ْ ب وَا ضِ  لَْْرْ ا فِِ  وا  رُ شِ تَ  ْ ن ا فَ ةُ  لًَ صَّ ل ا تِ  يَ ضِ قُ ا  ذَ رُوا إِ ذكُْ وَا
ونَ  حُ لِ فْ  ُ ت مْ  لَّكُ عَ لَ يراا  ثِ لَّوَ كَ ل  ا

 ―Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka 

bumi dan carilah karunia allah dan ingatkanlah Allah banyak-

banyak agar kamu beruntung.‖ (QS. Al-Jumuah : 10) 

 

Pada dasarnya ayat-ayat di atas secara tidak langsung menjelaskan 

akad mudharabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan 

ekonomi melalui mudharabah. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa 

di jadikan landasan hukum akad mudharabah.35 

ii. As-Sunah  

Di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah 

adalah hadis yang diriwayatkan Ibn Majah bahwa 

Rasulullah saw bersabda: 

نَّ الَنَّبَِّ صلى الله عليو وسلم قَال ثَلًَثٌ فِيهِنَّ الَْبَ ركََة الَْبَ يْعُ إِلََ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ أَ 
عِيِر  ْ  للِْبَ يْتِ, لََ للِْبَ يْعِ ( رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَوالَْبُ رِّ باِلشَّ  

"Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda “Tiga perkara yang 

mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan 

qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan 

gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.‖ 

(HR. Ibn Majah).
36

 

 

Hadis di atas secara jelas menyinggung masalah mudharabah. Hasilnya 

secara tegas meyebutkan bahwa akad mudharabah, hanya saja 
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menggunakan istilah muqoradah. Hadis ini menjadi landasan di 

perbolehkannya dan disyariatkan mudharabah. 

Selain itu, landasan Al-Sunnah al-taqririyah yaitu Rasulullah 

mendukung usaha perniagaan atau perdagangan istrinya Khadijah yang 

juga terkadang menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain. 

Rasulullah membenarkan praktik mudharabah yang dilaksanakan oleh 

Abbas bin Abdul Muthalib.  

iii. Mudharabah Menurut DSN-MUI 

Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

mudharabah dijelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad atau 

perjanjian kerja sama suatu usaha antara para pihak. Pihak tersebut adalah 

pemilik modal yang menyediakan seluruh modal sebagai piha pertama dan 

pengelola modal yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal 

yang diberikan sebagai pihak kedua. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan 

mengenai jangka waktu dari kerja sama akad mudharabah, jangka waktu 

kerja sama akad mudharabah ditentukan berdasarkan kedua belah 

pihak,dan perjanjian-perjanjian lainnya yang di sepakati bersama, dengan 

kata lain akad mudharabah adalah salah satu akad yang menawarkan 

kemudahan serta fleksibelitas untuk bisa mengakomodasikan kebutuhan 

serta keuntungan manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak. Dalam 

pembiayaan mudharabah juga terdiri dari tiga bagian : 

1) Ketentuan pembiayaan mudharabah  

2) Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah 
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3) Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah 

iv. Ijma’  

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para 

sahabat dan juga berdasarkan dari para imam yang menyatakan 

kebolehannya dalam melakukan mudharabah. Pada zaman sahabat sendiri 

banyak para sahabat yang telah melakukan mudharabah yaitu dengan cara 

memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak 

ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat mengingkarinya. 

Dengan demikian hal ini dapat disebut sebagai ijma’.
37

 

v. Qiyas 

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqoh (menyuruh seseorang 

untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, terdapat yang miskin 

dan juga terdapat yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak 

dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang 

mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya 

mudharabah ditinjau antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam hal 

memenuhi kebutuhannya.38 

Mudharabah juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk dari interaksi antara 

sesama manusia sebagai makhluk sosial. Yang mana sebagai makhluk 

sosial manusia membutuhkan kerja sama guna meningkatkan kebutuhan 

hidup serta taraf perekonomian. Dalam hal ini pihak yang tidak memiliki 

modal akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama dan pihak yang 
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pemilik modal juga tidak merasa dirugikan dengan adanya perpindahan 

modal kepada pihak lainnya.   

3. Rukun dan Syarat-Syarat Mudharabah  

i. Rukun Mudharabah  

Rukun merupakan kata muf‟rad dari kata jama‟ “arkan‖ yang 

memiliki arti asas atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah 

(apabila dilakukan) atau tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu 

pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan.
39

 

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah. Ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan 

kabul, yakni lafadz yang memperlihatkan ijab dan kabul dengan 

menggunakan mudharabah atau kata-kata yang searti dengannya. 

Menurut ulama Malikiyah, mudharabah itu adalah jaiz. Sedangkan 

rukun-rukunnya yaitu shighat ( ijab dan kabul), modal, laba, amal, dan 

pihak yang melaksanakan mudharabah tersebut.  

Menurut ulama Syafi’iyah, rukun-rukun mudharabah atau qiradh 

ada enam yaitu : 

1) Pemilik barangnya yang menyerahkan barang-barangnya 

2) Orang yang bekerja, yaitu orang yang mengelola barang yang 

diterima dari pemilik barang 

3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang 

4) Mal, yaitu harta pokok atau modal 
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5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan 

laba 

6) Keuntungan.
40

 

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul 

yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab dan kabul 

tersebut tidak disyariatkan adanya lafadz tertentu, tetapi juga bisa 

dengan bentuk apa saja yang berkaitan dengan arti mudharabah karena 

yang dimaksud dalam akad ini adalah makna serta tujuannya, bukan 

dari susunan kata atau lafadznya.
41

 

Menurut Zuhaili, terdapat beberapa rukun akad mudharabah yang 

sudah ditentukan guna mencapai keabsahannya. Rukun tersebut yaitu 

pemilik modal (shahibul mal), pengelola modal (mudharib), modal, 

ijab dan kabul, pekerjaan dan keuntungan.
42

 

Mudhrabah yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang melekat 

pada rukunnya. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum 

melakukan atau mengerjakan sesuatu.  

ii. Syarat Mudharabah 

Syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun 

mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai 

berikut: 
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1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, 

apabila barang berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas 

hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal. 

2) Bagi orang yang melakukan akad disyariatkan mampu melakukan 

tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, 

orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 

3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara 

modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari 

perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  

4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal 

harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau 

seperempat. Selain keuntungan, kerugian juga menjadi 

pertimbangan,
43

 Penyedia dana menanggung semua kerugian 

akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan di sengaja, 

kelalaian, atau pelanggaran.
44

 

5) Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini 

kepadamu jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari 

pengelola. 
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6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat 

pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, 

memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu 

tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang 

mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu 

keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, 

maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasad), menurut 

pendapat Al-Syafi’i dan Maliki. Sedangkan menurut Abu Hanifah 

dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.
45

 

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, terlihat bahwa setiap rukun 

memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Apabila syarat-

syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah. 

Rukun dan syarat yang harus di penuhi dalam akad mudharabah, sebagai 

syarat sahnya akad menurut Kompilasi Hukum. 

Sedangkan menurut Gemala Dewi, rukun dari mudharabah adalah 

adanya ijab kabul dan tidak disyaratkan dengan lafaz tertentu dengan 

menunjukan tujuan dan maksudnya. Syarat dari mudharabah menurut 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:  

1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga 

kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha  

2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang di sepakati  

3) Kesepakatan yang telah di setujui bersama 

                                                             
45

 Suhendi, Fiqih Muamalah. 140 



29 
 

 
 

4) Bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
46

 

Selain syarat di atas, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada 

beberapa hal yang harus di penuhi, yaitu : 

1) Kesepakatan bidang usaha yang akan di lakukan dapat bersifat bebas 

(muthlaqoh) dan terbatas (muqayyadah) pada bidang usaha tertentu, 

tempat tertentu dan waktu tertentu. 

2) Pihak pelaku usaha dalam mudharabah harus memiliki keterampilan 

yang diperlukan dalam usaha  

3) Modal harus berupa uang dan atau barang yang berharga. Modal 

harus di serahkan kepada pihak pelaku usaha dengan jumlah yang 

pasti 

4) Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahibul maal dengan 

mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti  

5) Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana di 

uraikan di atas adalah batal.  

Lebih lanjut Gemala Dewi menyatakan modal dalam mudharabah 

adalah : 

1) Modal berbentuk uang tunai  

2) Modal itu harus di ketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari 

keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. 
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Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas 

persentasinya (1/2, 1/3, 1/4).
47

 

Menurut Hirsanuddin, rukun dan syarat akad mudharabah adalah 

sebagai berikut :  

1) Penyedia dana dan pelaku usaha (shahibul maal dan mudharib) harus 

cakap bertindak dalam hukum. 

2) Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan  

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a) Penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit yang 

menunjukkan tujuan dari akad. 

b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad. 

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondesi atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh shohibul 

maal kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat :  

a) Modal di ketahui jumlah dan jenisnya  

b) Modal berbentuk uang atau barang  

c) Modal tidak boleh berbentuk piutang  

4) Keuntungan mudharabah adalah sejumlah uang yang di dapat sebagai 

kelebihan dari modal dan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a) Keuntungan harus di peruntukkan bagi kedua belah pihak  
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b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap piha k di ketahui dan 

dinyatakan pada waktu akad di sepakati dan dalam bentuk 

presentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. 

Perubahan nisbah harus di dasarkan atas kesepakatan. 

c) Shahibul maal menanggung semua kerugian kecuali apabila 

mudharib melakukan kesalahan yang di sengaja, kelalaian atau 

melanggar kesepakatan. 

d) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola harus 

memperhatikan :  

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campu 

tangan penyedia jasa, tetapi shohibul maal berhak melakukan 

pengawasan.  

2) Shohibul maal tidak boleh mempersempit tindakan mudharib 

yang dapat menghalangi tercapainya keuntungan dalam 

kegiatan mudharabah.  

3) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib tidak boleh 

bertentangan dengan syariah. 

Suatu akad berakhir apabila sudah tercapai tujuannya, apabila terjadi 

fasakh (rusak/pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Berakhirnya 

Akad mudharabah, dapat terjadi karena: 

a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat 

mudharabah tidak terpenuhi sedangkan pelaksaan sudah memegang 

modal dan sudah di perdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini 
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mudharib berhasil mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karna 

tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan 

melakukan tugas yang berhak mendapatkan upahnya.  

b. Bahwa pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana 

mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu 

pertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini mudharabah 

menjadi batal dan pemilik modal berkewajiban menjamin modal jika  

rugi, karena dialah penyebab kerugian. 

c. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau pemilik modalnya. Jika   

salah seorang meninggal mudharabah menjadi fasakh (batal). 

Sifat utama mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil dari berbagai 

risiko sebagai berikut ini : 

a. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak  

b. Nisbah yang telah di sepakati sebelumnya 

c. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola 

tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. 

Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis 

sehari-hari. Mudharabah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain:  

a.  Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak 

memiliki waktu untuk mengelolanya. 
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b. Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam 

mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang 

nantinya akan di bagi hasil sesuai akad/perjanjian awal. 

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang akad 

mudharabah, kegiatan usaha yang dapat melaksanakan kerjasama 

mudharabah adalah sebagai berikut: 

a. Usaha yang di lakukan pengelola („amil / mudharib) harus usaha yang 

halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pemilik („amil / mudharib) dalam melakukan usaha mudharabah 

harus atas nama identitas mudharabah, tidak boleh atas nama dirinya 

sendiri. 

c. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama identitas 

mudharabah. 

d. Pemilik („amil / mudharabah) tidak boleh meminjam, meminjamkan, 

menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usaha ( ra‟s al-mal) 

dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari pemilik 

modal (shahibul maal) 

e. Pemilik („amil mudharib) tidak boleh melakukan perbuatan yang 

termasuk melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak 

dilakukan (at-ta‟addi), tidak melakukan perbuatan yang seharusnya di 

lakukan (at-taqshir), atau menyalahi isi dan substansi atau syarat 

syarat yang di sepakati dalam akad (mukhalafat asy-syuruth).  
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4. Macam-Macam Mudharabah  

Ditinjau berdasarkan segi transaksi yang dilakukan kedua belah pihak 

yaitu pemilik modal dan pengelola modal, ulama fiqih membagi akad 

mudharabah menjadi dua macam yaitu mudharabah mutlaqah (penyerahan 

modal secara mutlak, tanpa pembatasan dan syarat) dan mudharabah 

muqayyadah (pengelolahan dapat mengelola modal tersebut dengan usaha 

yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan serta dapat memilih 

daerah mana yang diinginkan). Namun dalam mudharabah jenis ini 

pengelola harus mengikuti batasan dan syarat yang ditentukan oleh pemilik 

modal. Berikut ini penjelasan mengenai kedua jenis mudharabah tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

i. Mudharabah mutlaqoh  

Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa mudharabah mutlaqoh adalah 

bentuk kegiatan kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan 

pengelola modal (mudharib) yang cakupannya luas dan tidak dibatasi 

oleh waktu, jenis usaha dan daerah bisnis.
48

 

Mudharabah mutlaqoh adalah penyertaan modal seseorang kepada 

pengelola modal atau pengusaha tanpa adanya batasan. Dalam 

mudharabah ini tidak adanya pembatasan atau ketentuan mengenai 

lokasi kegiatan usaha, jenis usaha, dan ketentuan-ketentuan lainnya. 

Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan 
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dengan ungkapan if‟al ma syafi‟ta (lakukan sesukamu) dari shahibul mal 

ke mudharib yang memberikan kekuasaan yang besar.
49

 

Mudharabah mutlaqoh merupakan jenis mudharabah dimana 

pengelola modal atau usaha (mudharib) mempunyai hak yang tidak ada 

batasnya untuk melaksanakan usahanya, hak tersebut diberikan oleh 

pemilik modal (shahibul mal).
50

 

Pada mudharabah jenis ini pihak mudharib diberikan kebebasan 

dalam mengelola modal oleh shahibul mal untuk menentukan usaha apa 

saja yang menurutnya akan menghasilkan keuntungan. Kebebasan pihak 

(mudharib) bukanlah kebebasan yang tidak diperbolehkan digunakan 

guna membiayai usaha yang dilarang oleh Islam. Seperti perternakan 

babi, perdagangan minuman keras dan lain sebagainya meskipun 

memiliki izin resmi dari pemerintah tetapi tidak diperbolehkan.  

ii. Mudharabah muqayyadah 

Muhammad Asy-Syarbini mengungkapkan bahwa mudharabah 

muqayyadah merupakan penyerahan modal kepada seseorang pengusaha 

atau pengelola modal dengan adanya batasan,
51

 syarat-syarat atau 

batasan ini harus di penuhi oleh pengelola modal, dan apabila ia 

melanggar batasan atau syarat tersebut, maka ia harus bertanggung 

jawab atas kerugian yang timbul.
52
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Mudharabah muqoyyadah (terikat) adalah kebalikan dari 

mudharabah mutlaqoh yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis 

usaha, waktu dan dana tempat usaha. Oleh karena itu, pengelola modal 

harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik 

modal saat akad. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan 

kecenderungan umum  shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. 

Apabila pihak pengelola modal melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan syarat-syarat tertentu, maka pihak pengelola modal 

wajib bertanggung jawab atas masalah-masalah yang ditimbulkan. Pada 

mudharabah ini harus dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir 

pada jangka waktu itu.  Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad 

membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama 

Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya memberikan batasan. Ulama 

Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan 

masa yang akan datang, seperti ―usaha modal ini mulai bulan depan‖ 

sedangkan ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya.
53

 

Menurut Veithzal membagi mudharabah dalam berbagai macam jenis 

yakni : 

a. Mudharabah muthlaqah yaitu Pemilik dana (shahibul maal) 

memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam 

menentukan jenis usahanya maupun pola pengelolaannya yang 

dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan 
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dengan ketentuan syariah. Dalam mudharabah ini pemilik modal 

(shahibul maal) tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan 

oleh mudharib. 

b. Mudharabah muqayyadah yakni pemilik modal/dana memberikan 

batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan 

jenis usaha yang harus dikelolanya, jangka waktu pengelolaan, lokasi 

usaha, dan sebagiannya. Dalam mudharabah ini, shahibul maal turut 

menentukan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang akan 

dijalankannya oleh mudharib. Segala yang dilakukan oleh mudharib dan 

hal-hal yang berkaitan dengan usaha, semuanya harus di ketahui oleh 

shahibul maal. 

c. Mudharabah musytarakah merupakan jenis akad selanjutnya yang bisa 

diketahui. Ketika awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad 

mudharabah, dengan modal 100% dari pemilik modal, namun ketika 

berjalannya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada 

usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut 

menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Cukup 

banyak yang melakukan akad mudharabah musytarakah, karena pada 

akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan 

menerima keuntungan.  

Mudharabah dalam fiqih adalah seseorang menyerahkan modal kepada 

pengusaha atau pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi 

sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Adapun kerugian 
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sebenarnya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Mudharib dalam hal 

ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran, dan tenaga dalam 

mengelola usaha sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqih 

berkaitan dengan mudharabah, di antaranya adalah sebagai berikut ini :  

1) Modal-modal dalam wacana fiqih diistilahkan dengan ―Ra‟sul maal‖ 

ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 

a) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini 

diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh 

karena itu tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, 

karena sulitnya untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat 

menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan.  

b) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal 

tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. 

c) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.  

2) Jaminan esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan 

saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang 

memberikan modal dengan orang yang memiliki keahlian dan 

keterampilan. Sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat di 

kurangi. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan 

yang seharusnya di kelola untuk kepentingan bersama dan untuk 

mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Islam mengajurkan 

harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus di 
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kembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi nyata. Atas 

dasar itu, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas 

sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudharib). Tolak ukur 

atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan 

mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari 

mudharib. 

3) Jangka waktu mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah 

diperdebatkan oleh para ahli fiqih. Sebagian ulama berpendapat bahwa  

dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan 

kontrak itu menjadi batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan 

kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga 

keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit tercapai. Sedangkan sebagian 

yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara 

pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu mudharabah, dengan 

catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan 

kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.  

4) Nisbah keuntungan mudharabah merupakan rukun khas yang ada pada 

akad mudharabah, hal inilah yang membedakan dengan akad-akad yang 

lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh masing-masing 

pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan di awal dan 

dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh terjadi tawar 

menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan 
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prinsip musyawarah dan antaranya adalah saling ridho kepada sesama 

pihak (Din minkum). 

5) Bentuk mudharabah dalam kajian fiqih klasik, bentuk mudharabah yang 

dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/investasi 

langsung (direc financing), dimana shahibul maal bertindak sebagai 

surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang 

bertindak sebagai deficit unit (pengurangan pendapatan). Ciri dari 

mudharabah ini adalah biasanya hubungan antara shahibul maal dengan 

mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi 

saling percaya (amanah).
54

 

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan 

bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 

diperjanjikan adanya pembagian bagi hasil atas keuntungan yang akan di 

dapat oleh kedua pihak atau lebih. Bagi hasil adalah bentuk pengembalian 

dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, dapat di katakana bahwa sistem 

bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Adapun landasan 

syariah tentang bagi hasil mengikuti landasan syariah mudharabah. Adapun 

konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :  

a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan 

syariah yang bertindak sebagai pengelola. 

b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut 

dengan sistem pool of fun selanjutnya akan menginvestasikan dana 

                                                             
54

 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004). 178 



41 
 

 
 

tersebut kedalam proyek usaha yang layak dan menguntungkan serta 

memenuhi aspek syariah. 

c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi tentang ruang 

lingkup kerjasama, nominal, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan 

tersebut.
55

 

5. Prinsip-Prinsip Mudharabah  

Prinsip mudharabah terdiri dari:   

i. berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan mudharabah. 

Dalam akad mudharabah, laba bersih harus dibagi antara shahibul mal 

dan mudharib, adapun kerugian bersih ditanggung oleh shahibul mal, 

sedangkan bentuk kerugian mudharib adalah hilangnya waktu, tenaga, 

dan usahanya. 

ii. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. 

Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada 

pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian 

finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali 

terbukti ada kelalaian, kesalahan atau kecurangan yang dilakukan 

mudharib. 

iii. Prinsip kejelasan. 

Dalam mudharabah masalah jumlah modal yang akan diberatkan 

shahibul mal, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat 

yang akan di kehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu 
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perjanjiannya harus disebutkan dengan jelas waktu perjanjiannya harus 

disebutkan dengan jelas dan tegas. Kejelasan merupakan prinsip yang 

harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus 

dilaksanakan dalam akad mudharabah. 

iv. Prinsip kepercayaan dan amanah. 

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan 

penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari 

shahibul mal maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. 

Kepercayaan ini juga harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak 

mudharib (pengelola). 

v. Prinsip kehati-harian. 

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam 

akad mudharabah. Jika sikap kehati-hatian ini tidak dilakukan oleh 

pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian 

finansial, jika sikap hati-hati tidak dimiliki oleh pengelola. Maka 

usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan 

keuntungan finansial, kerugian waktu dan tenaga. Dan juga akan 

kehilangan kepercayaan.
56

 

6. Hak dan Kewajiban Pemilik Mudharabah  

i. Hak Pemilik  

Pemilik memiliki beberapa hak dalam akad mudharabah, yakni 

nafkah dan keuntungan yang disepakati dalam akad. 
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ii. Kewenangan Pemilik  

Mengenai kewenangan pemilik modal menururt Zuhayli, jika akad 

mudharabah berupa mudharabah muthlaqoh maka mudharib memiliki 

kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja. Karena maksud 

dari mudharabah adalah mendapatkan keuntungan yang tidak akan 

didapatkan tanpa melalukan transaksi bisnis. Pengelola modal 

diperbolehkan menitipkan aset mudharabah kepada pihak lain, karena hal 

ini merupakan sesuatu yang tidak bisa di hindari. Namun demikian, ada 

beberapa hal yang tidak boleh dilakukan mudharib, mudharib tidak boleh 

membeli aset dengan cara berhutang walaupun mendapat izin dari 

shahibul maal. Jika mudharib melakukannya, mudharib harus 

menanggung beban hutang itu. Pengelola (mudharib) tidak diperbolehkan 

menginvestasikan aset mudharabah kepada orang lain dengan akad 

mudharabah, melakukan akad syirkah, dicampuri dengan harta pribadi 

atau harta orang lain. Kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari 

shahibul maal.
57

 

7. Ketentuan Hukum Pembiyaan Mudharabah  

a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu  

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu‟allaq) dengan sebuah kejadian di 

masa depan yang belum tentu terjadi. 
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c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada 

dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari 

kesalahan yang di sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalu Badan Arbitrase Syariah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

8. Berakhirnya Mudharabah  

Mudharabah dianggap berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal berikut 

ini. 

i. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan. 

Mudharabah menjadi berakhir dengan adanya berakhirnya 

mudharabah, larangan untuk mengusahakan (tasharruf), dan pemecatan. 

Semua ini jika memenuhi syarat pembataan dan larangan, yakni orang 

yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, 

serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan 

tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah 

dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap 

mengusahakannya. 

ii. Salah seorang aqid meninggal dunia. 

Jumhur Ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah 

seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal ataupun pengusaha. 

Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan 
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batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan 

tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang 

melakukan akad atau tidak. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak batal dengan 

meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, akan tetapi dapat 

diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.  

iii. Salah seorang aqid gila 

Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah satu 

seorang aqid gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam hal 

mudharabah. 

iv. Pemilik modal murtad  

Apabila pemilik modal murtad, (keluar dari agama Islam) atau 

terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah 

diputuskan oleh hakim atau pebelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, 

hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama 

saja dengan mati hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan 

harta, dengan dalil bahwa harta dibagikan di antara para ahli warisnya. 

v. Modal rusak di tangan pengusaha  

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. 

Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, 

mudharabah otomatis batal.
58
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Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, jika perjanjian bagi hasil menjadi 

batal apabila terjadi perkara-perkara sebagai berikut: 

1) Jika pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh. Bila 

mudharabah telah fasakh pengelola modal tidak berhak mengelola 

modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal 

mudharabah tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal 

telah meninggal dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan 

seperti itu dianggap sebagai ghasab. Ia wajib menjamin 

(mengembalikan), kemudian jika modal itu menguntungkan, maka 

keuntungannnya di bagi dua. 

2) Jika mudharabah telah fasakh (batal), sedangkan modal berbentuk „urud 

(barang dagangan), pemilik modal dan pengelola modal menjual atau 

membaginya karena yang demikian itu adalah hak berdua. Jika 

pelaksana (pengelola modal) setuju dengan penjualan, sedangkan 

pemilik modal tidak setuju, pemilik modal dipaksa menjualnya, karena 

pengelola mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh 

kecuali dengan menjualnya, demikian pendapat Mazhab Syafi’i dan 

Hambali.
59

 

9. Hikmah Mudharabah 

Islam membolehkan bagi hasil (mudharabah) demi memberikan 

kemudahan kepada manusia. Terkadang terdapat sebagian yang mempunyai 

harta tetapi tidak memiliki kemampuan untu mengolahnya dan terdapat 
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sebagian yang lain tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan 

untuk mengolahnya. Karena itu Islam membolehkan manusia untuk 

melakukan mudharabah. Pihak shahibul mal atau pemilik modal 

memanfaatkan keahlian mudharib atau pengelola usaha, dan mudharib 

memanfaatkan harta yang diberikan, oleh karena itu teciptalah suatu kerja 

sama. Allah Swt tidak mensyariatkan hanya satu akad saja kecuali 

mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
60

 

Jadi hikmah dari disyariatkan mudharabah adalah supaya manusia dapat 

melaksanakan kerja sama, karena hal ini termasuk juga saling tolong-

menolong. 

Sebagaimana Al-Qur’an dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:  

وَىٰ  قْ ت َّ ل وَا بِِِّ  لْ ا ى  لَ عَ وا  نُ وَ ا عَ  َ ت نِ  ۖ  وَ وَا دْ عُ لْ وَا ثِْْ  لِْْ ا ى  لَ عَ وا  نُ وَ ا عَ  َ ت لَّوَ  ۖ  وَلََ  ل ا وا  قُ ت َّ نَّ  ۖ  وَا إِ
بِ  ا قَ عِ لْ ا دُ  ي دِ شَ لَّوَ  ل  ا

 ―...... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya‖ (QS. 

Al-Maidah : 2 ) 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu 

menganjurkan untuk melakukan kebajikan di muka bumi ini, yang bertujuan 

tidak lain untuk kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di 

akhirat.  

Mudharabah memiliki hikmah dalam masyarakat, yaitu membangun 

seseorang agar memiliki sifat saling tolong antara kaum muslimin yang lain. 
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Selain itu terdapat hikmah yaitu untuk menghilangkan sifat kefakiran dan 

untu menjalin kasih sayang antar sesama masyarakat.  

Hikmah lain yang bisa diperoleh dalam melakukan mudharabah ialah 

terciptanya rasa persaudaraan yang erat dan tolong menolong antara kaum 

muslimin yang mempunyai keahlian yang sama dalam bidang tertentu, 

sehingga dapat di hindarkannya kecemburuan sosial antar sesama manusia 

dalam masyarakat. 

B. Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Sewa-Menyewa (Ijarah) 

Menurut bahasa kata ijarah atau sewa-menyewa berasal dari kata  al-

ajru yang berarti al-iwadh (ganti) dan oleh sebab itu ath-thawab atau 

(pahala) dinamakan ajru (upah). 
61

 Lafal al-ijarah dalam bahasa arab 

berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu 

bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti 

sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.  

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. 

Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang 

diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian 

yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Secara 

terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para 

ulama fiqh.  
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Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan 

dengan pengganti.
62

 Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk 

membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan disengaja dari suatu 

zat yang disewa dengan imbalan.
63

 Sedangkan ulama Malikiyah dan 

Hanabila,  ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah 

dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang 

menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni 

mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari 

barang.
64

  

Menurut Syafi’i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri.
65

 Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam 

bukunya wakaf, alijarah syirkah mengemukakan, ijarah secara bahasa 

berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas 

pekerjaan.
66

  

Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau 

pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya 

menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, 

menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya. 

Menurut Gufron A. Mas’adi dalam bukunya Fiqh muamalah kontekstual 

                                                             
62

 Syafe’i, Fiqih Muamalah. 121 
63

 Suhendi, Fiqih Muamalah. 114 
64 Syafe’i, Fiqih Muamalah. 122 
65

 Antoni, Bank Syariah Dari Teory Ke Praktik. 177 
66

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah (Bandung: Al- 

Ma‟rif, 1995). 24 



50 
 

 
 

mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau 

imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan 

suatu harta benda.
67

 Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti 

upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai 

pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau 

imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.
68

  

Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran 

manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, 

hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 

ain dari suatu benda itu sendiri. Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari 

bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan 

makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang 

mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, 

sedangkah upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja 

di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau 

sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah. 

Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan 

ijarah adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang 

berbunyi : ―Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
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perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan‖. Menurut Dewan 

Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai 

imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau 

jasa yang telah dan akan di lakukan, befungsi sebagai jaminan 

kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, 

undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja 

antara pemberi dan penerima. Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah 

memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau 

jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan 

termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu 

bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam 

bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa 

yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar 

perjanjian kerja. 

2. Dasar Hukum Ijarah  

Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-

Qur’an, hadis-hadis Rasulullah, dan Ijma’ ulama fikih sebagai berikut:  
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a. Berdasarkan Al-Quran  

Dalam al-Qur’an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara 

terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk 

pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS al-Baqarah:233 

sebagaimana di bawah ini :  

وَعَلَى  ۖ  لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ  ۖ  لَيِْ كَامِلَيِْ وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلََدَىُنَّ حَوْ 

لََ تُضَارَّ  ۖ  لََ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلََّ وُسْعَهَا  ۖ  الْمَوْلُودِ لَوُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

لِكَ وَعَلَى الْوَ  ۖ  وَالِدَةٌ بِوَلَدِىَا وَلََ مَوْلُودٌ لَوُ بِوَلَدِهِ  فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَا عَنْ  ۖ  ارِثِ مِثْلُ ذَٰ

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  وَإِنْ أَرَدْتُُْ أَنْ تَسْتَ رْضِعُوا أَوْلََدكَُمْ فَلًَ جُنَاحَ  ۖ  تَ رَاضٍ مِن ْ

 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّوَ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ  وَات َّقُوا اللَّوَ  ۖ  عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ يْتُمْ باِلْمَعْرُوفِ 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 

warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu 

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2) :233).  

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang 

memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam 

hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang 

dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan 
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orang yang dipekerjakannya. Dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan 

dalam QS. An-Nahl:97 : 

مْ وَلَنَجْزيَِ ن َّهُ  ۖ  مَنْ عَمِلَ صَالِْاا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَىٰ وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ حَيَاةا طيَِّبَةا 
 أَجْرَىُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan 

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS an-Nahl:(16) :97) 

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah 

dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan 

Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa 

yang mereka kerjakan. Sementara itu di dalam QS-Al-Kahfi:30 

dijelaskan : 

 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ إِنَّا لََ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا 

“Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah 

Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.‖ (Q.S. Al-Kahfi:(18) 

:30). 

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan 

yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan 

adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal 

hambanya. 
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b. Berdasarkan Hadis 

Hadis-hadis Rasulullah Saw yang membahas tentang ijarah atau 

upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu 

Umar, bahwa Nabi bersabda :  

فَّ عَرَقوُُ  رَ أُجْرَتَوُ قَ بْلَ أَنْ يََِ  أنََّوُ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَالَ: أعُْطوُا الَْْجِي ْ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah 

“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu 

Majah)‖ 

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa:  

قَالَ اللهُ: ثَلًَثةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أعَْطَى بِ ثَُّْ غَدَرَ, وَرَجُلٌ باَعَ حُرًّا 
راا فَاسْتَ وْفََ مِنْوُ ولََْ يُ عْطِ أَجْرَهُ   فَأَكَلَ ثََنََوُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِي ْ

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): „Ada tiga orang yang 

Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan 

(sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual 

orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) 

Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya 

namun tidak membayar upahnya.”(HR. Bukhari) 

c. Berdasarkan Ijma’ 

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada 

seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini. Jelaslah 

bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya 

untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan 

kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash al-Qur’an, Sunnah (hadis) dan 

ijma‟  tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah 
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mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut 

sesuai dengan syara’.  

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

a. Rukun Ijarah  

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu 

ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan 

meyewakan.
69

 Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan 

syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, 

dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan 

sebagai berikut:  

1) Aqid (Orang yang berakad) 

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu‟jir 

dan mustajir.  Mu‟jir adalah orang yang memberikan upah atau 

yang menyewakan. Sedangkan Musta‟jir adalah orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa 

sesuatu.
70

 Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui 

manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah 

terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan 

akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan 

dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau 

anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , 

maka akad menjadi tidak sah. 
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2) Sighat Akad  

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa 

ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah 

seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

mengadakan akad ijarah. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab 

diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak 

pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari 

pihak yang berakad pula (musta‟jir) untuk penerimaan kehendak 

dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama 

dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul 

dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. 

3) Ujroh (upah)  

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta‟jir atas jasa 

yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟jir. Dengan 

syarat hendaknya :  

a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah adalah  

akad timbal balik, karena itu ijarah tidak akan sah apabila 

upah yang belum diketahui. 

b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang 

dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus 

dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya 
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berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan 

satu pekerjaan saja. 

c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan 

barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka 

uang sewanya harus lengkap.
71

 

4) Manfaat  

Di antara cara untuk mengetahui ma‟qud alaih (barang) adalah 

dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 

menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa 

seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, 

kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara 

jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa 

atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang 

kualitas manfaat barang.  

b) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara 

langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi 

fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda 

yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. 

c) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan 

Hukum Syara’. Misalnya menyewakan VCD porno dan 

menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah. 

                                                             
71

 Muhammad Rawwas Qal’ Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1999). 178 



58 
 

 
 

d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. 

Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk 

dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa 

manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, 

sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-

menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, 

bulunya ataupun susunya. 

e) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda 

yang bersifat isty‟mali, yakni harta benda yang dapat 

dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat 

dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat 

istihlaki adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya 

karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah 

diatasnya.  

b. Syarat Ijarah  

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah :  

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan 

berakal (Mazhab Syafi’i Dan Hambali). Dengan demikian apabila 

orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila 

menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan 

ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan 

Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, 

tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz 
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pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh 

walinya. 

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya 

untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya 

terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. 

3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, 

sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya 

tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah. 

4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara 

langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih 

sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang 

tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 

Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja 

sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan 

akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh 

orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan 

oleh orang lain. 

5) Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu 

ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, 

tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), 

tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat 

prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan 

rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat. 
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4. Macam-Macam Ijarah 

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :  

a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian 

pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam ijarah 

bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan 

seseorang. 

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa 

rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan 

manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama 

fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Al-ijarah 

yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang 

untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh 

apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, 

buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini 

biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah 

tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang 

yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang 

sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.  

Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-mengupah) Ijarah atas pekerjan 

atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu 

perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, 

mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau 
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kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau 

tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :  

a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang 

untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang 

lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, 

seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang 

tertentu. 

b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih 

dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan 

tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. 

Hukumnya adalah (ajir musytarik) boleh bekerja untuk semua orang, 

dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja 

kepada orang lain . Ajir musytarik tidak berhak atas upah kecuali dia 

bekerja.  

5. Berakhirnya Akad Ijarah  

Para ulama fiqh meyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir 

apabila:  

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di 

jahitkan hilang.  

b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 

kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang 
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maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh 

seluruh ulama fiqh.  

c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. 

Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan 

wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut 

mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu 

mengikat kedua belah pihak yang berakad. 

d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti 

rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang 

banyak, maka al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan 

akad al-ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak 

muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji 

untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai 

penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur 

ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah 

apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam 

akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir. 
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